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ABSTRAK 
 

(A) NAMA : YULI AGUSTINA SALIM 

(B) NIM : 201541024 

(C) JUDUL PENELITIAN 

HUKUM 

: AKIBAT HUKUM PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 

TERHADAP PEMBUATAN AKTA 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

(D) KATA KUNCI : AKIBAT HUKUM, PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI, AKTA 

PERJANJIAN, PIHAK KETIGA 

(E) DAFTAR ACUAN  31 (24 Buku, 4 Jurnal, 6 Peraturan 

PerUndang – Undangan, 1 Web ) ( 1945 

– 2017 ) 

RINGKASAN 

 Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, akibat 

hukum, dan kendala normatif perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3. 

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui penelitian 

pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan teori dan 

peraturan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode 

pendekatan kasus ( case approach ) yaitu metode pendekatan ini dilakukan 

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum 

yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah 

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji 

pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu 

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan 

isu  hukum yang dihadapi.  

 Hasil penelitian ini adalah keputusan yang telah diambil oleh hakim 

Mahkamah Konstitusi telah memenuhi keingginan pemohon yang berdasarkan 

pada Undang – Undang dasar 1945, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan ialah dengan 

adanya perubahan pada pasal 29 ayat 1 Undang – Undang perkawinan tahun 1974 

adanya perubahan atas pihak yang dapat mengasahkan perjanjian perkawinan 

bukan hanya pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga dapat disahkan oleh 

notaris, adanya surat KEMENDAGRI No : 472.2/5876/Dukcapil untuk menindak 

lanjuti pendaftaran perjanjian perkawian untuk dapat mengaitkan pihak ke 3 

kedalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, kendala 

normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap 

perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3 ialah tidak adanya 

perlindungan hukum yang melindungi pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan 

kecuali dalam perjanjian perkawinan tersebut para pihak telah mencantumkan hak 

dan kewajiban pihak ke 3 secara khusus. Tahun 2019  
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ABSTRACT 

(A) NAME : YULI AGUSTINA SALIM 

(B) NIM : 201541024 

(C) TITLE OF LEGAL 

RESEARCH 

: LEGAL CONSEQUENCES 

DECISION OF CONSTITUTIONAL 

COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 

ON COMMISSION MARRIAGE 

AGREEMENT DEED 
(D) KEY WORDS : LEGAL CONSEQUENCES, DECISION 

OF CONSTITUTIONAL COURT, 

MARRIAGE AGREEMENT DEED, 

THIRD SIDE 

(E) LIST OF REFERENCE  31 (24 Book, 4 Journal, 6 Legislation, 1 

Web ) ( 1945 – 2017 ) 

 

SUMMARY 

 This study was to find out the basis of judges consideration, legal 

consequences, and normative constraints of marriage agreements involving third 

parties. This research was conducted with normative legal research through 

research on the constitutional court ruling number 69/PUU-XIII/2015 with 

existing theories and regulations. The approach method used by the writer is a 

case approach method, namely the approach method is done by analyzing cases 

related to the legal issues at hand. The cases examined are cases that have 

obtained a permanent legal decision. The main thing studied in each decision is 

the consideration of the judge to arrive at a decision so that it can be used as an 

argument in solving the legal issues at hand. 

 The results of this study are decisions that have been taken by the 

Constitutional Court judges fulfilling the applicant's wishes based on the 1945 

Constitution, after the Constitutional Court ruling Number 69 / PUU-XIII / 2015 

due to changes in article 29 paragraph 1 Marriage Act of 1974 changes to those 

who can improve marriage agreements not only employees of marriage 

registration but can also be ratified by a notary public, there is a Ministry of 

Education and Culture letter No: 472.2 / 5876 / Dukcapil to follow up registration 

of marriage agreements to be able to link third parties into the marriage agreement 

that has been made by both parties, the normative obstacle after the Constitutional 

Court ruling Number 69 / PUU-XIII / 2015 on marriage agreements involving 

third parties is the absence of legal protection that protects third parties in 

marriage agreements except in marriage agreements ters the parties have 

specifically stated the rights and obligations of the 3rd party. Year 2019 
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